
BUPATI SANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam 
rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau 
perlu disediakan Tunjangan Perumahan dan untuk mendorong 
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif 
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
serta untuk menunjang kegiatan operasional guna kelancaran 
pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
perlu disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan 
Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sanggau;



-2-

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung) awab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 Nomor 1) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN 
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan peemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Sanggau.

6. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dan telah mengucapkan Sumpah/Janji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota 
DPRD dan dibayarkan setiap bulannya yang disesuaikan dengan 
Kemampuan Keuangan Daerah dengan memperhatikan azas kepatutan, 
kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

8. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang 
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kineija Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut 
BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD 
setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan 
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
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10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 
pimpinan dan anggota DPRD.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD sepanjang 
Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah dinas.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dalam bentuk uang sewa rumah dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 bagi Anggota 
DPRD sebesar Rp. 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu 
rupiah) perbulan dan dikenakan pajak sebesar 15 %.

BAB III

TKI DAN BPO PIMPINAN DPRD

Pasal 4

(1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 
(tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

(2) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang 
representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi 
seluruh wakil ketua DPRD.

(2) Besaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tunjangan Perumahan, TKI dan BPO dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD, Pemberian 
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Penyediaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 31

YA

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUS, S MH
Pembin

00223 199903 1 002NIP. 1


